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 BAB V  

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

Secara umum dilihat dari presentase rasio kemandirian kinerja  

keuangan  pemerintah Kota Gorontalo sejak tahun 2009 hingga tahun 

2013 masih belum mandiri, karena dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

pemerintah Kota Gorontalo masih bergantung pada pendanaan pihak 

eksternal yakni bantuan pusat atau dana perimbangan. Untuk rasio 

efektifitas dan efisiensi  pergerakkan grafik rasio dari tahun ke tahun 

mengalami ketidaktetapan. Pada rasio efektifitas  menggambarkan kinerja  

keuangan pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2009-2013 dalam hal 

efektifitas PAD menunjukan garis grafik yang fluktuatif. Kinerja keuangan 

pemerintah Kota Gorontalo secara umum dinilai masih rendah artinya 

pengeluaran untuk belanja rutin/belanja operasi dinilai kurang mampu 

merealisasikan dana untuk belanja rutin dari tahun 2009-2013 dengan 

realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana 

prosentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2013. Untuk rasio DSCR 

kelayakan pemerintah Kota Gorontalo dalam melakukan pinjaman yaitu 

pada tahun 2012 dikarenakan PAD dan dana DAU yang mendukung serta 

dilihat dari kemampuan keuanganya mampu untuk mengembalikan pokok 

pinjaman beserta bunga. Pada rasio pertumbuhan dalam realisasi 
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penerimaan PAD menunjukan tingkat kesehatan dengan rata-rata sangat 

baik tanpa menunjukan presentase minus. Selama 5 tahun terakhir (2009-

2013) pada rasio pengelolaan belanja, kinerja keuangan pemerintah Kota 

Gorontalo khusunya pada anggaran realisasi tetap mempertahankan 

surplus anggaran atau secara rinci bahwa pendapatan daerah mampu 

mencukupi kegiatan belanja pemerintah Kota Gorontalo. 

5.2.  Saran 

  Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang sesuai dengan kinerja keuangannya, maka peneliti mencoba 

memberikan beberapa saran dengan harapan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan serta bermanfaat bagi pemeritah Kota Gorontalo, 

yakni sebagai berikut: 

1. Untuk melepas ketergantungan terhadap dana eksternal pemerintah 

Kota Gorontalo mestinya menjadikan PAD sebagai tulang punggung 

sumber penyelenggaraan pemerintahan mengingat bahwa potensi 

komoditas seperti rotan polis, produk sulaman krawang. Potensi lainya 

yakni banyaknya bangunan kost yang pajak retribusi belum maksimal 

pungutannya sama halnya dengan lahan parkir ditepi jalan umum 

dengan harga yang tinggi dari tahun ke tahun seperti yang tertera pada 

laporan keuangan Kota Gorontalo atas akun retribusi atas parkir ditepi 

jalan umum menunjukan kurangnya perhatian Pemda dalam 

melakukan pungutan.. 
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2. Pemerintah Kota Gorontalo hendaknya bisa menekan biaya belanja 

rutin khususnya belanja perjalanan dinas, mengingat PADnya kecil.  

3. Dalam melakukan pinjaman atau hutang kepada pihak eksternal 

hendaknya pemerintah menganalisis secara matang apakah pinjaman 

tersebut perlu untuk dilakukan dan manfaatnya seberapa besar dan 

resiko yang akan dihadapi ke depan. Sehingga hutang ke pihak 

eksternal tersebut akan membebani pihak pemerintah daerah 

khususnya keuangan daerah itu sendiri. 

4. Pemerintah Kota Gorontalo hendaknya bisa mengoptimalkan PAD 

sehingga kemandirian fiskalnya besar dan Kota Gorontalo tidak perlu 

melakukan pinjaman. 

5. Pemerintah Kota Gorontalo hendaknya memaksimalkan kinerja 

keuangan dalam hal realisasi anggaran khusunya pada Pendapatan 

Asli Daerah. 
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